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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memperoleh data sekunder yakni berupa data
laporan keuangan serta untuk menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pulubala Kecamatan
Kota Tengah Kota Gorontalo.Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah
metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang menggambarkan
bagaimana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ditinjau dari rasio Efektivitas
dan rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pulubala
Kota Gorontalo.

Hasil perhitungan rasio menunjukkan bahwa secara keseluruhan rasio
efektivitas memiliki kriteria yang cukup efektif, hal ini dapat dilihat pada tahun
2012 nilai rasio sebesar 86,71%, tahun 2013 sebesar 76,63%, tahun 2014 sebesar
68,26%, tahun 2015 rasio sebesar 78,52%, tahun 2016 nilai rasio 68,07%, tahun
2017 rasio sebesar 61,93%, tahun 2018 nilai rasio 75,85%, tahun 2019 nilai rasio
sebesar 44,54%.Sedangkan dilihat dari rasio efisiensi secara keseluruhan sudah
dalam kategori yang efisien. Dapat dilihat pada tahun 2012 nilai rasio sebesar
6,31%, tahun 2013 sebesar 7,08%, tahun 2014 sebesar 6,33%, tahun 2015 nilai
rasio sebesar 5,97%, tahun 2016 sebesar 7,93%, tahun 2017 nilai rasio sebesar
9,99%, tahun 2018 nilai rasio sebesar 8,47%, tahun 2019 nilai rasio sebesar
9,61%.

Kata Kunci : Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan PBB
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satualat yang digunakan oleh pemerintah guna
mencapai tujuan untuk mendapat penerimaan yang akan diterima oleh daerah
ataupun yang diterima oleh Negara, baik itu bersifat langsung diterima ataupun
tidak langusng diterima dari semua penduduk yang dipakai untukmembiayai
pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem
perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan
masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraaan maupun dalam bidang
sosial dan ekonomi.Salah satu pajak yang mempengaruhi pendapatan daerah
adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Pajak Bumi dan Bangunan yang
disingkat PBB vyaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukanmlewat. Pajak
Bumi serta Bangunan (PBB) adalah salah satu faktor pemasukan untukNegara
yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan Negara jika
dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategi Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan
tersebut yang beradapada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah,
didalam undang-undang tersebut Pemerintah Daerah diberikankewenangan yang
besar untuk mengurus daerahnya sendiri, dan berupaya semaksimal mungkin agar
mengurangi campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memliki hak dan

wewenang yang besar dalam menggunakan potensi-potensi ekonomi dan



keuangan yang dimiliki oleh daerahnya.Namun kenyataannya kontribusi
Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah masih kecil, karena dominasi
sumbangandari pemerintah.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang
(sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balasan secara
langsung.Pajak dipungutberdasarkan norma-norma biaya produksi barang-barang
atau jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.Pajak memberikan
pengaruh pada pembangunan-pembangunan di Negara secara bertahap.Penetapan
sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak
dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.Pajak pusat yang dipungut oleh
pusatterdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Menurut Mardiasmo (2009) pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan
salah satu faktor pemasukan bagiNegara yang cukup potensial dan kontribusi
terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya.
Strategi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut tidak lain karena objeknya
meliputi seluruh bumi dan bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi
seluruh bumi dan bangunan yangberada di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

Sedarmayanti (2009:59) yang mengatakan bahwa efektivitas merupakan
suatu ukuran yang memberikangambaran seberapa jauh target dapat tercapai.
Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah

penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.Apabila efisiensi dikaitkan



dengan efektivitas maka walaupunterjadi peningkatan efektivitas belum tentu
efisiensi meningkat.

Menurut Mardiasmo (2016), yang menjelaskan bahwa indikator efisiensi
menggambarkanhubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi
(misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator
tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran(yaitu:
efisiensi dari proses internal).

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkanundang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaranumum. Mardiasmo (2016) juga mengemukakan
bahwa danabagi hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi
untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Intensif setidaknya pemungutan pajak (self
assessment) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam
menjalankan kewajiban pajaknya, diamana ada beberapa aspek yang menjadi
tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yudiris.Aspek psikologis lebih
melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak dalam melakukan tugasnya
sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas.Aspek yudiris diukur dari sampai
sejauh mnankepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Meliala dan Oetomo (2010:65), Pajak Bumi dan Bangunan yang
disingkat PBB vyaitu pajak paksa atas harta tetap yang diberlakukan. Pajak
merupakan salah satu wunsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan

daerah.Masalahnya yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah



lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam
melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunya semakin
meningkat.Dalam hal ini, peneliti mengupas lebih banyak mengenai tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini

dikarenakan kontribusi terhadap

kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana
pertimbangan walaupun cukup besar nilainya dianggap tidak cukup menopang
pendapatan daerah.

Di Kota Gorontalo, utamanya di Keluarahan Pulubala, sebagaimana dengan
daerah lainnya yang ada di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang paling utama. Pengelolaan
pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Pulubala ini diharapkan akan
berujung pada kesejahteraan masyarakat di Kota Gorontalo. Berikut ini adalah

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Keluarahan Pulubala tahun 2012

sampai 20109.
Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo
Tahun Target Realisasi Selisih Biaya
Pajak (Rp) (Rp) (Rp) Pemungutan(Rp)
2012 113.357.862 98.293.721 15.064.141 6.200.000
2013 110.231.222 84.467.243 25.763.979 5.980.000
2014 110.231.222 75.245.752 34.985.470 4.760.000
2015 127.622.765 100.212.047 27.410.718 5.980.900
2016 127.622.765 86.867.612 40.755.153 6.890.000
2017 127.622.765 79.032.439 45.590.326 7.897.000
2018 134.652.345 102.128.456 32.523.889 8.650.000
2019 251.378.045 111.985.656 | 139.392.289 10.765.000

Sumber : Laporan Penerimaan PBB




Tabel di atas menggambarkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada
kelurahan pulubala Kota Gorontalo dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Pada
tahun 2012 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.
98.293.721, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah yakni sebesar Rp. 113.357.862,- dengan selisih yang berjumlah Rp.
15.064.141. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan
sebesar Rp. 84.467.243, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 110.231.222,- dengan selisih yang berjumlah
Rp. 25.763.979. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan
sebesar Rp. 75.245.752, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 110.231.222,- dengan selisih yang berjumlah
Rp. 34.985.470. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan
sebesar Rp. 100.212.047, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 127.622.765,- dengan selisih yang berjumlah
Rp. 27.410.718.

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp.
86.867.612, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah yakni sebesar Rp. 127.622.765,- dengan selisih yang berjumlah Rp.
40.755.153. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan
sebesar Rp. 79.032.439, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 127.622.765,- dengan selisih yang berjumlah
Rp. 45.590.326. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan

sebesar Rp. 102.128.456, jumlah ini tidak mencapai target yang ditetapkan oleh



pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 134.652.345,- dengan selisih yang berjumlah
Rp. 32.523.889. Kemudian pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak bumi dan
bangunan sebesar Rp. 61.783.956, jumlah ini tidak mencapai target yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni sebesar Rp. 251.378.045,- dengan selisih
yang berjumlah Rp. 189.594.089.

Kemudian dilihat dari biaya yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pulubala yang
digunakan untuk melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat mengalami
dapat disimpulkan mengalami peningkatan diisetiap tahunnya. Dapat dlihat pada
tahun 2012 biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 6.200.000,- namun pada tahun
2013 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar Rp. 5.980.000,- namun
realisasi penerimaan pajak juga ikut menurun jumlahnya. Kemudian pada tahun
2014 biaya pemungutan yang dikeluarkan oleh pemerintah kembali menurun
menjadi sebesar Rp. 4.760.000,- akan tetapi diikuti dengan penurunan dari jumlah
realisasi yang diterima oleh kelurahan pulubala. Selanjutnya dilihat dari tahun
2015 biaya pemungutan pajak mengalami peningkatan.Mulai dari tahun 2015
inilah biaya penungutan mengalami peningkatan sampai dengan tahun terakhir
dalam penelitian ini. Biaya pemungutan mengalami peningkatan menjadi sebesar
Rp. 5.980.900,-. Peningkatan ini dibarengi dengan peningkatan pada realisasi
pajak yang diterima. Kemudian pada tahun 2016 biaya pemungutan kembali
meningkat menjadi sebesar Rp. 6.890.000,-, dengan meningkatnya biaya
pemungutan namun tidak diikuti denngan tercapainya target realisasi yang
diterima oleh pemerintah. Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, pada

tahun 2017 ini biaya pengeluaran dalam melakukan pemungutaan pajak kembali



mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 7.897.000,- dan peningkattan biaya
ini tidak diikuti dengan terreallisasinya target anggaran. Kemudian pada tauhun
2018 kembali lagi mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 8.650.000,-,
walalupun terjadi peningkatan namun pemerintah berhasil meningkatkan kembali
realisasi penerimaan pajak yang diterima. Dan terakhir pada tahun 2019 biaya
pemungutan ini kembali meningkat pesat menjadi sebesar Rp. 10.765.000,-
peningkatan ini juga dibarengi dengan peningkatan dari hasil pemungutan pajak
yang diperoleh oleh pemerintah daerah, walaupun sangat jauh dari target yang
telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka
yang menjadi judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Efektivitas dan Efisiensi
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota
Tengah Kota Gorontalo”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Pada Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitan ini adalah untuk menganalisis Efektivitas
dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kelurahan Pulubala

Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.



1.3.2 Tujuan Penelitian
Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Pada Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.
1.4 Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan
informasi maupun bahan pertimbangan dari berbagai pihak, antara lain:
1. Bagi Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar dan tambahan
pengetahuan maupun wawasan Kkhususnya tentang efektivitas penerimaan
pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Bagi Praktis
Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah Kota Gorontalo khususnya
pada Kelurahan Pulubala dalam merumuskan kebijakan sehubungan dengan
pajak bumi dan bangunan.
3. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dan
meningkatkan pengetahuan yang selama ini diperoleh peneliti dari teori yang

dipelajari selama kuliah.
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KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Pengertian Analisis

Menurut Keraf (2001), analisa adalahsebuah proses untuk memecahkan
sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya.
Sedangkan menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu
kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen
sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama
lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yangterpadu. Sedangkan
menurut Harahap (2004:189) pengertian Analisis adalah memecahkan atau
menggabungkan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa analisis adalahpenguraian
dan penelaahan bagian/suatu unit beserta hubungannya untuk memecahkan unit
tersebut menjadi unit terkecil dan memperoleh pengertian yang tepat dan
pemahaman artikeseluruhan.

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu prosesmencatat, mengklasifikasikan, meringkas,
mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan
dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya
dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan
lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya dalam bahasa

Indonesia adalah menghitungatau mempertanggungjawabkan.
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2.1.3 Akuntansi Sektor Publik

Sektor Publik merupakan sebuahentitas yang memiliki keunikan
tersendiri.Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil,
bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan
transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas
ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana
sumber daya ekonomi organisasisektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari
laba (nirlaba). Sektor publik akuntansi sering diartikan sebagai akuntansi dana
masyarakat, yaitu teknik dan analisis akuntansi yang digunakan pada organisasi
sektor publik.

Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian (2010:3) adalah mekanisme teknik
dananalisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di
lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya,
pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-
proyekkerjasama sektor publik dan swasta. Sedangkan menurut Mardiasmo
(2009:2) akuntansi sektor publik yaitu sebuah alat-alatuntuk memberikan
informasi kepada semua pemerintahanuntuk bukti kepada organisasi ataupun
informasi bagi konsumsi publik.

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal, yaitu persediaan
informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas.Akuntansi sektor publik ini
merupakan alat informasi bagi pemerintah maupun alat informasi bagi

publik.Informasi akuntansi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan.
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Menurut Mardiasmo (2009:14) tujuan akuntansi sektor publik yaitu dapat
dilihat dalam penjelasan ini :

1. Memberikan informasi yang digunakanuntuk mengelola secara tepat,
efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang
dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian
manajemen (management control).

2. Memberikan informasi yangmemungkinkan bagi manajer untuk melaporkan
pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan
penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan
bagai pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil
operasi pemerintah dan penggunaandana publik. Tujuan ini terkait dengan

akuntabilitas (accountability).

Dilihat dari tujuan di atas dapat dinyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor
publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan suatu
tindakan atau keputusan secara efisien yang dikelola oleh organisasi yang
dipercayakan serta pelaporan pertanggungjawaban kepada publik atas hasil
operasi atau dana publik yang telah digunakan.

Menurut Bastian (2010:7) elemen akuntansi sektor publik adalah
bagianbagian yang dibutuhkandalam pengelolaan manajemen keuangan publik.

Akuntansi sektor publik terdiri dari elemenelemen sberikut:
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a. Perencanaan Publik

Perencanaan dalam publik yaitu adalah bagaimana cara dalam
mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan
persiapan yang didasarkan pada data informasi yang tersediasaat ini.

b. Penganggaran Publik

Anggaran menjabarkanrencana yang mendetail atas pendapatan dan
pengeluaran  organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan  dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik.Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat
mengendalikan pemborosan pengeluaran.Bahkan tidak berlebihan walau wajar-
wajar saja jika dikatakan pengelola/pengguna anggaran dan nmanajer publik
secara bertahapnserta sistematik.

c. Realisasi Anggaran;

Realisasi anggaranpublik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang elah
direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiaan yang nyata.Ini berarti
fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan
yang telah direncanakandan ditetapkan.

d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik;

Pengadaan barang dan jasa publik sebagaiproses, cara, dan tindakan dalam
menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa
yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat demi tercapainya kesejahtaraanmasyarakat.
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e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik;

Laporan keuangan adalah hasil akhir dariproses akuntansi yang menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang
berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja
program dan kegiatan, kemajuan realisasi pembiayaan. Perlu diperhatikan bahwa
ada beberapa komponen laporan keuanganseperti Neraca, Laporan Laba Rugi,
Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan dilengkapi oleh Catatan atas
Laporan Keuangan.

f. Audit Sektor Publik;

Mekanisme pemeriksaan adalah sebuahmekanisme yang dapat menggerakan
makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), instansi pengelola asset Negara lainnya.Pengujian atas
laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan lainnya oleh auditor independen
bertujuan untuk mengekspresikan suatu opiniyang jujur tentang posisi keuangan,
hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi
berterima umum.

g. Pertanggungjawaban Publik.

Pertanggungjawaban publik adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan
keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada
pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat yang

memberikan amanah kepadanya, berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku.
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2.1.4 Pengertian Efektivitas

Pada umumnya menurut Siahaan (2010) efektivitassering dihubungkan
dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi.Padahal suatu tujuan atau
saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi
belum tentu efisien.Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu
organisasi maka belum tentu itu efisien.Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah
tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif.
Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan,
maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas adalah suatu struktur dalam
meningtingkatkansuatu capaian atau kejuaraan didalam untuk mencapai
sesuatusasaran yang aakan tetapkan dengan adanya ketersinambungan antara nilai
dan nilai variasi.

Sedarmayanti (2009:59) mengatakan bahwaefektivitas merupakan suatu
ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.
Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah
penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.Apabila efisiensi dikaitkan
dengan efektivitas maka walaupunterjadi peningkatan efektivitas belum tentu
efisiensi meningkat.

Seperti yang dijelaskan oleh Effendy (2013:14) yaitu efektivitas sebagai alat
untuk berkomunikasi yang mempunyai proses untuk tercapainya suatu tujuan
untuk merencanakan apa yang sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta

periode dan jumlah orang yang digunakan tersebut.
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Menurut Sejathi (2011), efektivitas daalah ketepatan dalam mengahasilkan
tunjangan suatu tujuan dalam suatu permasalahan yang akan digunakan. Selain itu
Gunawan (2003:2) menyatakan juga pendapatnya mengenai efektivitas yang
artinya adalah suatu pengukuran yang dirincikan sasasrannya atau suatu tujuannya
yang telah ditetapkan sebelumnya.sedangkan Muhidin (2009) mengatakan bahwa
efektifitas juga ada hubungannya bersama masalah tentang apakah sudah tercapai
suatu tujuannya atau berhasi tidaknya sesuatu yang akan diperolehnya,keuntungan
atan manfaat dari apa yang sudah didapatkan serta tingkatnya dalam mendaya
fungsi unsurunsur danatau komponen dan permasalahan akan tingkah puas
tidaknya seorang klien.

Sesuai dengan penjelaskan tersebut maka efektivitas adalahsuatu
komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran
atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu
yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan
tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai
sesuaidengan yang diinginkan.

2.1.5 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya
belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini
mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah
terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil
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retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalampelaksanaan otonomi
daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. Sedangkan Sejathi (2011)
mengtakandidalam upayanya utnuk membesarkan peran dari peerintah daerah
didalam membangun pemerintah diharapkan untuk berdiri sendiri untuk
mengeluarkan biatya untuk kegiatan perkantoran. Berdasarkan hal tersebutdapat
dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah,
karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun
dan dibuat untuk melancarkanberroda pemerintahan daerah.

Menurut Sejathi (2011) menambahkan adanyahak, wewenang, dan
kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah
daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-
sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektifkhususnya Pendapatan asli
daerah sendiri.

2.1.6 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009) pajak didalam didaerah merupakan iuranwajib
yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat di laksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang di gunakan untuk membayari

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam
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pemungutan pajak di daerah ini terdapat dengan pajak yang berasas sumber yaitu
pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada.
Mardiasmo (2009) juga kembali mengatakankeberhasilan penyelenggaraan
otonomi daerah juga sangat bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan
membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari
pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena
penyelenggaraan otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Yyang
sejahtera. Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses
pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi. Otonomi
daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi
yang baik.Hal ini berarti secara finansial tidaktergantung pada pemerintah pusat
dengan jalan menggali sebanyak mungkin sumber Pendapatan Asli Daerah.
Ciri-ciri yang melekatkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh
Mardiasmo (2009) yaitu pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu
mengatur desentralisasi fiskal sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat
pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk
mendukung fungsi atau tugas pemerintah dalam pelayanan publik sesuai dengan
banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan, artinya dengan
desentralisasi atau otonomi daerah tersebut, kewenangan daerah Kabupaten/kota
kini menjadi lebih besar dibandingkan dengan provinsi atau pusat. Bagaimana
masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya tergantung kepada daerah
yang bersangkutan sesuai kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah

serta kondisi setiap daerah.
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2.1.7 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2008:2) pajak merupakan suatuiuran kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjuk, dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2009:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat
ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa pendapatmenurut para ahli diatas, maka pengertian pajak
menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan
kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara
langsung dan digunakan untuk kemakmuranmasyarakat.
2.1.7.1 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Halim (2004) Asas-asas pemungutan pajak di anataranya adalah:
1. Asas sumber, Asas pemungutan pajak yakni asas sumber adalah asas yang
menganut cara pemungutan pajak yang tergantuk pada adanya sumber

penghasilan di suatuu negar. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber
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penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak, tanpa melihat

wajib pajak itu bertempattinggal.

2. Asas Domisili, Asas pemungutan pajak yakni asas Domisili adalah asas
yang menganut cara pemungutan pajak yang bergantung pada tempat tingga
(domisili) wajib pajak di suatu negara. Negara di mana wajib pajak itu
bertempat tinggal berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang
diperolehdari manapun.

3. Asas Nasional,Asas pemungutan pajak yakni asas nasional adalah asas yang
menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan
darisuatu negara.

Mardiasmo (2009) menjelaskan pajak (termasuk pajak daerah) pada
dasarnya mempunyai fungsi yang diperkenalkan sebagai fungsi anggaran
(budgetair) dan fungsi mengatur (regulation). Fungsi budgetair pajak mengemuka
ketika pajak menjadi sumber pendanaan bagi Pemerintah untuk membiayai
pengeluarannya baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sementara, fungsi
mengatur akan menonjol ketika Pemerintah menggunakan pajak untuk
melaksanakan atau mengatur kebijakan di bidang sosial ekonomi untuk mencapai
tujuan tertentu, misalnya ketika pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-
barang mewah untuk mengurangi pola hidup konsumtif, atau pengenaan pajak

ekspor nol persen untuk mendorong ekspor produk lokal ke pasar global.
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2.1.7.2 Ciri-ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara
ekonomid (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat
dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada
pengertian pajak menurut Zain (2008:12) berikutPajak dipungut oleh Negara, baik
oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-
Undang serta aturan pelaksanaanya.Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya
alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke
sektor Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).Pemungutan pajak
diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka
menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.Tidak dapat
ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap
pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.Berfungsi sebagai
budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk
menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan
ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).
2.1.8 Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten No. 14 Tahun 2012 Tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

1. Badan adalah sekumpulanorang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang



21

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap.

. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

. Wajib Pajak adalah orangpribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan  sesuai  denganketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah.

. Penanggung Pajak adalah orangpribadi atau badan yang bertanggungjawab
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenubhi
kewajiban wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakandaerah.

. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten.

.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakanuntuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman

serta laut wilayah kabupaten/kota.
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8. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehanbaru, atau NJOP
pengganti.

9. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/ atau bangunan yang tidak kena
pajak.

2.1.9 Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2006:105), adalah sumber
pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.
Pengertian penerimaan pajak menurut Undang-undang tentang anggaran
pendapatan dan belanja Negara (2001:155), adalah semua penerimaan yang terdiri
dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Menurut Hutagaol (2007:325), penerimaan pajak adalah sumber penerimaan
yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara
optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Berdasarkan definisi di diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak
adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajak
dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui

instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan
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2.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Siahaan (2010:553) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak
atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah
permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah
kabupaten/kota.Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi
teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan
pedalaman dan atau laut.PBB merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru
diterapkan berdasarkanndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Suandy (2005:61) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang
bersifatkebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek
yaitu bumi / tanah / dan bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak
ikut menentukan besar pajak.

Waluyo (2008:12) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah
pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan seperti berikut :

1. Bumi adalah permukaan / tubuh bumi yang dibawahnya, permukaan
meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak
perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

2. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap
pada tanah dan atau perairan.

Dari pengertian Pajak bumi dan Bangunan diatas maka penulis dapat

menyimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah



24

dan bangunan yang ditempati atau dimanfaatkan kenikmatannya oleh orang atau
badan.
2.1.11 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan perlu dipahami terlebih dahulu unsur-unsur didalamnya yaitu
pengertian dari NJOP, NJOPTK, NJKP dan Tarif Pajak.

Menurut Waluyo (2003:15) unsur-unsur Pajak Bumi dan Bangunan terutang
perlu dipahami terlebih dahulu adalah :

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJKP)

3. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

4. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:275) menyatakan bahwa dasar pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan
mempertimbangkan pendapat Gubernur / Bupati / Walikota (Pemerintah
Daerah) setempat.

3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20%
dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.

4. Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan

memperhatikan kondisi ekonomi nasional.
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Dari uraian diatas dasar pengenaan pajak adalah bermula dari NJOP (Nilai
Jual Objek Pajak), besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh kepala
kanwil Dirjen Pajak lalu bearnya presentase ditetapkan oleh peraturan pemerintah
dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.
2.1.12 Rasio Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

Pada umumnya menurut Siahaan (2010) efektivitassering dihubungkan
dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi.Padahal suatu tujuan atau
saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi
belum tentu efisien.Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu
organisasi maka belum tentu itu efisien.Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah
tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif.
Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan,
maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas adalah suatu struktur dalam
meningtingkatkan suatu capaian atau kejuaraan didalam untuk mencapai
sesuatusasaran yang aakan tetapkan dengan adanya ketersinambungan antara nilai
dan nilai variasi.

Mahmudi (2016:129) juga mengemukakan tentangrasio efektivitas pajak

dan retribusi daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan
pajak/retribusi daerah dengan target penerimaan pajak /retribusi daerah

(dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan PBB
Rasio Efektivitas = x1080%
Target Penerimaan PBB
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Mardiasmo (2016:132) menjelaskanindikator efektivitas menggambarkan
jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam
mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan
terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektiv
proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Selanjutnya, Halim (2004:164)
mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil hitung formula
efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakanadalah
perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak :

Tabel kriteria penilaian

Efektivitas
Presentase Kriteria
Di atas 100% Sangat efektif
90-100% Efektif
80-90% Cukup efektif
60-80% Kurang efektif
Kurang dari60% Tidak efektif

Sumber: Halim (2004)

2.1.13 Rasio Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2015), yangmenjelaskan bahwa indikator efisiensi
menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit
organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang
dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan
menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal). Rasio efisiensi adalah rasio
yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan
untuk memperolen pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Sehingga efisiensi yang dimaksudadalah perbandingan antara penggunaan input
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(biaya), untuk proses pemungutan PBB dengan realisasi penerimaan PBB, yang

dapat ditulis dengan rumus:

Biaya Pemungutan PBB
Rasio Efisiensi = X 100%
Realisasi Penerimaan PBB

Input dari proses pemungutan PBB ini adalah biaya pemungutan atau Biaya
Operasional Pemungutan (BOP) dan outputnya adalah realisasi penerimaan PBB.
Menurut Mahmudi (2016), perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai
dengan kriteria berikut:

Tabel kriteria penilaian

Efisiensi
Presentase (%) Kriteria
<5 Sangat Efisien
5-10 Efisien
11-20 Cukup Efisien
21-30 Kurang Efisien
>30 Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2016)

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu
menghasilkan output tertentu dengan input serendahrendahnya, atau dengan input
tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (spending well). Jika
prosentase yang dicapai semakin besar, maka dapat diartikan bahwa semakin tidak
efisien suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan, dan sebaliknya jika
prosentase yang dicapai semakin kecil, maka semakin efisien suatu organisasi atau
kegiatan tersebut berjalan.Pencapaian efisiensi suatu organisasi atau program atau
kegiatan harus dilakukan tanpa mengabaikan tujuanorganisasi.Untuk mencapai

efisiensi perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus.
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Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakinbaik kinerja pemerintah
dalam melakukan pemungutan pendapatan.Untuk itu pemerintah daerah perlu
menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk
merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui
apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.Hal itu
perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan
penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan
itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk
merealisasikan target penerimaan pendapatannya lebihbesar daripada realisasi
pendapatan yang diterimanya.

2.1.14 Penelitian Terdahulu

Yang menjadi penelitian terdahulu guna untuk membandingkan hasil
penelitian adalah sebagai berikut:

1. Barmin Yusuf (2018) judul penelitian adalah Analisis Efektivitas Penerimaan
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tolangohula Kabupaten
Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah
dalam memobilisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan yang
ditargetkan. Kemampuan untuk mendapatkan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dikategorikan efektif jika rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.
Secara keseluruhan, efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
di Kabupaten Tolangohula Kabupaten Gorontalo selama periode 2012-2014

berada dalam kategori efektif.
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2. Raudhatun Wardani (2017) dengan judul Analisis Efektivitas Penerimaan
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya
TerhadapPendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian
ini  menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan PBB P2
dalamKabupaten Aceh yang lebih besar meningkat setiap tahun dengan
penetapan target yang sama setiap tahun. Kontribusi PBB P2
untukpendapatan asli daerah telah meningkat dan menurun, pada tahun 2015
meningkat sebesar 2,21% dari tahun sebelumnyahanya 2,06% dan
dikategorikan sangat kurang, pada tahun 2016 kontribusinya bahkan turun
menjadi  1,96% masih dikategorikan sangat kurang.Diharapkan bahwa
pemerintah akan melakukan sosialisasi dengan memasangkan spanduk
pemberitahuan bahwa SPPT telah dikeluarkan dandapat diambil di tempat
yang telah ditunjukkan seperti kantor Keuchik sehingga masyarakat dapat
melihat dan termotivasi untuk membayarpajak.

2.2 Kerangka Pemikiran
Berikut ini adalah gambaran mengenai tinjauan penyusunan Analisis
Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kelurahan

Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo:



Gambar 2.1
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BAB I
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi
objek dalam penelitian ini adalah Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Pada Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota
Gorontalo.
3.2 Metode Penelitian

Sugiyono(2006:1) berpendapat bahwametode penelitian merupakan cara
ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara
ilmiah berarti kegiatan ilmiah itu berdasarkan pada karakteristik keilmuan itu
merupakan gabungan antara pendekatan rasional, empiris, dan sistematis.
3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif,
metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dimana jenis penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah penelitian yang
mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesa
Singarimbun (2006). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Studi kasus adalah
teknik penelitian yang lebih menekankan kedalaman atau keutuhan objek yang

diteliti walaupun dengan wilayah yang terbatas Tobroni (2001:138).
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3.2.2 Operasional Variabel
Berdasarkan kerangka pikir maka yang menjadi operasional variabel dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian
Varlz_ak?le Sub Variabel Indikator
Penelitian
Efektivitas Realisasi Penerimaan PBB
. . .. X 100%
Penerimaan | Rasio Efektivitas )
Target Penerimaan PBB
PBB
Biaya Pemungutan PBB
Rasio Efisiensi x 100%
Realisasi Penerimaan PBB

Sumber: Halim (2004) dan Mahmudi (2016)
3.2.3 Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data kuantitatif, berupa data yang berhubungan dengan angka-angka berupa
data laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2017.

b. Data kualitatif, berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan
informasi lainnya yang relevan dengan penulisan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer
Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan

secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat
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dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel
yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto,
2010:22). Data primer juga merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari
tempat penelitian baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk dokumen.
2. Data Sekuder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data
yang menunjang data primer.Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi
yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data
sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto
dan lain-lain (Arikunto: 2010:22). Data sekunder juga merupakan data penelitian
yang diperoleh dengan tidak langsung, berupa buku, peneliti terdahulu, dan
aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian.
3.2.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan yang dipperoleh dalam penelitian
ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan
untuk mendapatkan data yang menyangkut kondisi dan posisi tempat
penelitian, struktur organisasi, aktivitas dan sejarah tempat penelitian.

2. Interview, interview dilakukan wawancara secara langsung dengan
pimpinan perusahaan dan sejumlah personil yang berhubungan dengan

penulisan skripsi ini.
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3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melihat catatan atau
dokumen yang ada dalam tempat penelitian berupa data laporan keuangan
serta data lainnya yang menunjang pokok pembahasan dalam skripsi ini.
4. Studi Kepustakaan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
mempelajari buku-buku referensi, lapora-laporan, majalah-majalah, jurnal-
jurnal dan media lainnyayang berkaitan dengan obyek penelitian.
3.2.5 Metode Analisis

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan
metode analisis deskriptif dengan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan
bangunan menurut Halim (2004) yaitu dengan menghitung realisasi penerimaan
PBB dibagi dengan Target Penerimaan PBB dalam tahun tertentu. Setelah

variabel tersedia maka analisis rasio tersebut dapat dihitung dengan :

Realisasi Penerimaan PBB
Rasio Efektivitas = x166%
Target Penerimaan PBB

Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah

perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak, dapat dilihat dalam tabel

berikut:
Tabel kriteria penilaian
Efektivitas
Presentase Kriteria

Di atas 100% Sangat efektif

90-100% Efektif
80-90% Cukup efektif
60-80% Kurang efektif

Kurang dari 60% | Tidak Efektif
Sumber: Halim (2004)
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Menurut Mardiasmo (2016), yangmenjelaskan bahwa indikator efisiensi
menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit
organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang
dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan
menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal). Rasio efisiensi adalah rasio
yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
Sehingga efisiensi yang dimaksud adalah perbandingan antara penggunaan input
(biaya), untuk proses pemungutan PBB dengan realisasi penerimaan PBB, yang

dapat ditulis dengan rumus:

Biaya Pemungutan PBB
Rasio Efisiensi = X 100%
Realisasi Penerimaan PBB

Input dari proses pemungutan PBB ini adalah biaya pemungutan atau Biaya
Operasional Pemungutan (BOP) dan outputnya adalah realisasi penerimaan PBB.
Menurut Mahmudi (2016), perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai
dengan kriteria berikut:

Tabel kriteria penilaian

Efisiensi
Presentase (%) Kriteria
<5 Sangat Efisien
5-10 Efisien
11-20 Cukup Efisien
21-30 Kurang Efisien
>30 Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2016)



BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, ANALISIS PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Sejarah Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Pulubala adalah salah satu kelurahan di wilayah kecamatan Kota
Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia.Menurut  sejarah,jazirah
Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota
tua di Sulawesi selain Makassar, Pare-pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu
menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, yaitu dari
Ternate, Gorontalo, Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo
menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti
Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala
(Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat
pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk
Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesii bagian utara.

4.1.2 Struktur Organisasi Lokasi Penelitian
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4.2 Analisis Penelitian
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Sebelum dilakukan perhitungan rasio sehubungan dengan rasio efektivitas

dan rasio efisiensi penerimaan PBB, maka berikut ini adalah data informasi

penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dibutuhkan didalam perhitungan rasio

yang bersumber dari laporan penerimaan PBB pada Kelurahan Pulubala Kota

Gorontalo, yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Informasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo

Tahun 2012-2019

Tar_lun Target Realisasi Selisih PemBuizrjlléﬁ tan
Pajak (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
2012 113.357.862 98.293.721 15.064.141 6.200.000
2013 110.231.222 84.467.243 25.763.979 5.980.000
2014 110.231.222 75.245.752 34.985.470 4.760.000
2015 127.622.765 100.212.047 27.410.718 5.980.900
2016 127.622.765 86.867.612 40.755.153 6.890.000
2017 127.622.765 79.032.439 45.590.326 7.897.000
2018 134.652.345 102.128.456 32.523.889 8.650.000
2019 251.378.045 111.985.656 | 139.392.289 10.765.000

Sumber : Laporan Penerimaan PBB Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo

4.2.1 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan BangunanKelurahan

Pulubala Kota Gorontalo

Didalam perhitungan pada penelitian ini untuk rasio efektivitas penerimaan

pajak bumi dan bangunan dapat dihitung dengan menggunakan rasio berikut ini:

Rasio Efektivitas PBB =

Realisasi Penerimaan PBB

Target Penerimaan PBB

X 100%
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4.2.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan

Pulubala Kota Gorontalo

Berikut perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan

di Kelurahan Pulubala Kota GorontaloBolango tahun 2012 sampai dengan tahun
2019.

Realisasi Penerimaan PBB
Rasio Efektivitas PBB = X 100%

Target Penerimaan PBB

98.293.721
Tahun 2012 = =86,71%
113.357.862
84.467.243
Tahun 2013 = =76,63%
110.231.222
75.245.752
Tahun 2014 = = 68,26%
110.231.222
100.212.047
Tahun 2015 = =78,52%
127.622.765
86.867.612
Tahun 2016 = =68,07%
127.622.765
79.032.439
Tahun 2017 = =61,93%

127.622.765
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102.128.456
Tahun 2018 = = 75,85%
134.652.345
111.985.656
Tahun 2019 = = 44,54%
251.378.045

Untuk lebih jelasnya rasio efektivitas ini dapat diperhatikan dalam bentuk
tabel yang disajikan berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo
Tahun 2012-2019

— Re(ﬂis)‘%i T(Egg)et Hasil Perhitungan
Pajak (@) (b) (a:b)x100%
2012 98.293.721 113.357.862 86,71%
2013 84.467.243 110.231.222 76,63%
2014 75.245.752 110.231.222 68,26%
2015 100.212.047 127.622.765 78,52%
2016 86.867.612 127.622.765 68,07%
2017 79.032.439 127.622.765 61,93%
2018 102.128.456 134.652.345 75,85%
2019 111.985.656 251.378.045 44,54%

Dari perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan

pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo di atas, maka ringkasannya dapat dilihat

dala tabel berikut ini:
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Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo
Tahun 2012-2019

Hasil Rasio o o
Tahun o Kriteria Penilaian
Efektivitas PBB

2012 86,71% Cukup Efektif
2013 76,63% Kurang Efektif
2014 68,26% Kurang Efektif
2015 78,52% Cukup Efektif
2016 68,07% Kurang Efektif
2017 61,93% Kurang Efektif
2018 75,85% Cukup Efektif
2019 44,54% Tidak Efektif

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas PBB Kelurahan Pulubala Kota
Gorontalo diatas, maka terlihat jelas bahwadari tahun 2012 sampai dengan tahun
2019 hasil perhitungan rasio menunjukkan angka yang berfluktuasi disetiap
tahunnya. Hasil perhitungan rasio pada tahun 2012 adalah senilai 86,71%, nilai ini
jika dikaitkan dengan kriteria penilaian rasio efektivitas PBB maka termasuk pada
kriteria yang cukup efektif karena berada dalam kriteria antara 80-90% rasio
efektifitas. Untuk tahun 2013 nilai perhitungan rasio efektivitas mengalami
penurunan adalah senilai 76,63%, karena terjadi penurunan nilai rasio, makanilai
ini jika dikaitkan dengan kriteria penilaian rasio efektivitas PBB maka masih
termasuk pada kriteria yang kurang efektif karena berada pada 60-80% penilaian.

Pada tahun 2014 hasil perhitungan rasio mengalami penurunan menjadi senilai
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68,26% karena terjadi penurunan nilai rasio, dan jika dikaitkan dengan kriteria
penilaian rasio efektivitas PBB maka masih termasuk pada kriteria yang tidak
efektif karena berada pada 60-80%penilaian.

Kemudian untuk tahun 2015 nilai rasio efektivitas mengalami peningkatan
yang cukup tinggi menjadi sebesar 78,52%, walaupun terjadi peningkatan nilai
rasio namun jika dibandingkan denga kriteria penilaian rasio ini masih
tergorolong dalam kaetgori yang kurang efektif. Lalu pada tahun 2016 nilai rasio
ini  kembali mengalami penurunan menjadi senilai 68,07% sehingga
mengakibatkan termasuk dalam kriteria kurang efektif. Selanjutnya pada tahun
2017 nilai rasio ini kembali mengalami penurunan menjadi seniali 61,93%, hal
berbeda terjadi pada tahun 2018 yang nilai rasionya kembali mengalami
peningkatan menjadi senilai 75,85%, namun walaupun terjadi peningkatan dan
jika dibandingkan dengan kriteria penilaian maka di tahun 2018 ini masih
termasuk dalam kategori yang cukup efektif. Sama halnya dengan tahun
sebelumnya, nilai rasio pada tahun 2019 juga masih dalam kategori yang tidak
efektif karena nilainya sangat jauh dibawah dari standar rasio efektif.

Berdasarkan uraian ditas, maka rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan
bangunan di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo dapat dilihat pada grafik berikut

ini:
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Grafik 4.1

Rasio Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pada dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2019 terjadi fluktuasi atau naik turunya hasil rasio efektivitas
penerimaan pajak bumi dan bangunan di keluarah pulubala kota gorontalo. Pada
tahun 2012 senilai 86,71%, di tahun 2013 meningkat menjadi 76,63%, di tahun
2014 kembali mengalami penurunan menjadi senilai 68,26%, pada tahun 2015
kembali meningkat pesat menjadi sebesar 78,52%. Namun pada tahun 2016
kembali menurun menjadi sebesar 68,07%. Pada tahun 2017 mengalami
penurunan kembali menjadi senilai 61,93%, namun ditahun 2018 kembali
meningkat menjadi senilai 75,85% dan pada tahun 2019 kembali menurun pesat

menjadi senilai 44,54%.
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4.2.3 Rasio Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Pulubala

Kota Gorontalo

Berikut perhitungan rasio efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di

Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo Bolango tahun 2012 sampai dengan tahun

2019.

Biaya Pemungutan PBB
Rasio Efektivitas PBB = x 100%

Realisasi Penerimaan PBB

6.200.000
Tahun 2012 = =6,31%
98.293.721
5.980.000
Tahun 2013 = =7,08%
84.467.243
4.760.000
Tahun 2014 = = 6,33%
75.245.752
5.980.900
Tahun 2015 = =5,97%
100.212.047
6.890.000
Tahun 2016 = =7,93%
86.867.612
7.897.000
Tahun 2017 = = 9,99%

79.032.439
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8.650.000
Tahun 2018 = =8,47%
102.128.456
10.765.000
Tahun 2019 = =9,61%
111.985.656

Untuk lebih jelasnya rasio efisiensi ini dapat diperhatikan dalam bentuk
tabel yang disajikan berikut ini:

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo
Tahun 2012-2019

Tar_wun Biaya P(el‘:an;)l)mgutan Re(?;is’;wi Hasil Perhitungan
Pajak (@) (b) (a:b)x100%
2012 6.200.000 98.293.721 6,31%

2013 5.980.000 84.467.243 7,08%

2014 4.760.000 75.245.752 6,33%

2015 5.980.900 100.212.047 5,97%

2016 6.890.000 86.867.612 7,93%

2017 7.897.000 79.032.439 9,99%

2018 8.650.000 102.128.456 8,47%

2019 10.765.000 111.985.656 9,61%
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Dari perhitungan rasio efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo di atas, maka ringkasannya dapat dilihat
dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo
Tahun 2012-2019

Hasil Rasio o o
Tahun o Kriteria Penilaian
Efisiensi PBB

2012 6,31% Efisien
2013 7,08% Efisien
2014 6,33% Efisien
2015 5,97% Efisien
2016 7,93% Efisien
2017 9,99% Cukup Efisien
2018 8,47% Efisien
2019 9,61% Cukup Efisien

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi PBB Kelurahan Pulubala Kota
Gorontalo diatas, maka terlihat jelas bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun
2019 hasil perhitungan rasio menunjukkan angka yang berfluktuasi disetiap
tahunnya. Dan secara keseluruhan rasio ini tidak mencapai kriteria penillaian yang
baik. Lebih jelasnya dijelaskan bahwa hasil perhitungan rasio pada tahun 2012
adalah senilai 6,31%, nilai ini jika dikaitkan dengan kriteria penilaian rasio
efisiensi PBB maka termasuk pada kriteria yang sudah tergolong efisien karena

rasio yang dicapai lebih dari 5-10% sesuai dengan teori yang digunakan dalam
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penelitian ini. Dalam rasio ini semakin kecil persentasi nilai rasio yang didapatkan
maka semakin efisien pemungutan pajaknya. Selanjutnya pada tahun 2013 rasio
ini mengalami penurunan menjadi senilai 7,08%, walaupun terjadi peningkatan
nilai rasio, namun ditahun ini masih termasuk dalam kategori yang masih efisien
karena masih berada diatas 5-10%. Kemudian pada tahun 2014 nilai rasio ini
kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,33%, nilai ini jika
dibandingkan dengan kriteria penilaian pajak maka masih tergolong dalam kondisi
yang efisien.

Pada tahun 2015 nilai rasio efisiensi ini mengalami penurunan yang cukup
tinggi yakni menjadi senilai 5,97%. Namun walaupun terjadi penurunan yang
cukup signifikan akan tetapi kriterianya masih tergolong dalam kategori yang
tetap efektif. Selanjutnya pada tahun 2016 nilai rasio ini kembali mengalami
peningkatan menjadi senilai 7,93%, angka ini tentu saja masih dalam kelompok
yang efisien. Kemudian pada tahun 2017 nilai rasio kembali mengalami
peningkatan yang cukup tinggi menjadi senilai 9,99% dan termasuk dalam
kategori yang cukup efisien. Pada tahun 2018 nilai rasio kembali mengalami
penurunan menjadi senilai 8,47% namun kembali dalam kategori yang efisien.
Dan pada tahun 2019 nilai rasio ini kembali mengalami peningkatan menjadi
senilai 9,61% sehingga mengakibatkan posisi kriteria yang efisien bergeser
menjadi kategori yang sudah cukup efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rasio efisiensi penerimaan pajak bumi
dan bangunan di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo dapat dilihat pada grafik

berikut ini:
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Grafik 4.2
Rasio Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pada dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2019 terjadi fluktuasi atau naik turunya hasil rasio efisiensi
penerimaan pajak bumi dan bangunan di Keluarah Pulubala Kota Gorontalo. Pada
tahun 2012 senilai 6,31%, di tahun 2013 menurun menjadi 7,08%, di tahun 2014
kembali mengalami peningkatan menjadi senilai 6,33%, pada tahun 2015 kembali
menurun pesat menjadi sebesar 5,97%. Namun pada tahun 2016 kembali
meningkat menjadi sebesar 7,93%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan
kembali menjadi senilai 9,99%, namun ditahun 2018 kembali menurun menjadi
senilai 8,47% dan pada tahun 2019 kembali menurun pesat menjadi senilai 9,61%.
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut adalah pembahasan mengenai hasil perhitungan rasio efektivitas dan

rasio efisiensi pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo.
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4.3.1 Pembahasan Efektivitas Penerimaan PBB Kelurahan Pulubala Kota

Gorontalo

Berikut adalah data hasil perhitungan dari efektivitas penerimaan pajak

bumi dan bangunan pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo.

Tabel 4.6
Trending Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PBB

Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo

Periode 2012-2019

Rasio o
Tahun Efektivitas PBB Naik Turun Kriteria

2012 86,71% - - Cukup Efektif
2013 76,63% i 10,08% Kurang Efektif
2014 68,26% i 8,37% Kurang Efektif

5 - -
2015 78,52% 10.26% Cukup Efektif
2016 68,07% i 10,45% Kurang Efektif
2017 61,93% i 6,14% Kurang Efektif

3 - -
2018 75,85% 13.92% Cukup Efektif
2019 44,54% ) 31,31% Tidak Efektif

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Dari perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan

pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo di atas, terlihat jelas bahwa pada tahun

2012 penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini hanya senilai 86,71%

hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan hanya

sebesar Rp. 98.293.721,- sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah adalah sebesar Rp. 113.357.862,-. Artinya ada sebesar Rp. 15.064.141,-

selisih anggaran yang tidak terkumpul dari masyarakat di keluarahan pulubala
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kota gorontalo. Sehingga pada tahun 2012 ini di keluarahan pulubala kota
gorontalo termasuk dalam kriteria penilaian rasio efektivitas penerimaan pajak
bumi dan bangunan masuk dalam kategori yang cukup efektif.

Pada tahun 2013 efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada di
keluarahan pulubala kota gorontalo ini mengalami peningkatan menjadi senilai
76,63%. Hal ini disebabkan karena menurunnya realisasi anggaran yang diterima
oleh Kelurahan Pulubala meskipun target yang ditetapkan juga menurun. Terlihat
dari tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang
berjumlah Rp. 98.293.721,- menurun menjadi sebesar Rp. 84.467.243,-.
Penurunan yang terjadi pada realisasi anggaran ini dibarengi dengan penurunan
yang terjadi pada target penerimaan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah yang pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 113.357.862., menjadi sebesar
Rp. 110.231.222,- Artinya ada selisih anggaran realisasi penerimaan yang tidak
terealisasi pada tahun 2013 ini yakni sebesar Rp. 25.763.979,-. Sehingga jika
dikaitkan dengan kategori penilaian efektivitas penerimaan PBB maka pada tahun
2013 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih termasuk dalam kategori yang
kurang efektif.

Pada tahun 2014 efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada di
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini mengalami penurunan menjadi senilai
68,26%. Hal ini disebabkan karena menurunnya realisasi anggaran yang diterima
oleh Kelurahan Pulubala meskipun target yang ditetapkan masih dalam jumlah
yang sama. Terlihat dari tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak bumi dan

bangunan yang berjumlah Rp. 84.467.243,- menurun menjadi sebesar Rp.
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75.245.752,-. Namun pada target penerimaan anggaran yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah yang pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 110.231.222., masih
tetap sebesar Rp. 110.231.222,- Artinya ada selisih anggaran realisasi penerimaan
yang tidak terealisasi pada tahun 2014 ini yakni sebesar Rp. 34.985.470,-.
Sehingga jika dikaitkan dengan kategori penilaian efektivitas penerimaan PBB
maka pada tahun 2014 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih termasuk
dalam kategori yang kurang efektif.

Kemudian tahun 2015 rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan
bangunan pada di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini mengalami peningkatan
yang cukup tinggi menjadi senilai 78,52%. Hal ini disebabkan karena
meningkatnya realisasi anggaran yang diterima oleh Kelurahan Pulubala
meskipun target yang ditetapkan juga ikut meningkat. Terlihat dari tahun
sebelumnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang berjumlah Rp.
75.245.752,- meningkat pesat menjadi sebesar Rp. 100.212.047,-. Peningkatan
yang terjadi pada realisasi anggaran ini dibarengi dengan peningkatan yang terjadi
pada target penerimaan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang
pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 110.231.222., menjadi sebesar Rp.
127.622.765,- Artinya ada selisin anggaran realisasi penerimaan yang tidak
terealisasi pada tahun 2015 ini yakni sebesar Rp. 27.410.718,-. Sehingga jika
dikaitkan dengan kategori penilaian efektivitas penerimaan PBB maka pada tahun
2015 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo karena terjadi peningkatan yang
cukup tinggi pada reallisasi penerimaan PBB maka termasuk dalam kategori yang

cukup efektif.
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Di tahun 2016 rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada
di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini mengalami penurunan yang cukup
tinggi menjadi senilai68,07%. Hal ini disebabkan karena menurunnya realisasi
anggaran yang diterima oleh Kelurahan Pulubala meskipun target yang ditetapkan
tidak ikut meningkat. Terlihat dari tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak
bumi dan bangunan yang berjumlah Rp. 100.212.047,- menurun menjadi sebesar
Rp. 86.867.612,-. Penurunan yang terjadi pada realisasi anggaran ini tidak
dibarengi dengan peningkatan ataupun penurunan yang terjadi pada target
penerimaan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, karena target yang
ditetapkan masih dengan jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya yakni
sebesar Rp. 127.622.765,- Artinya ada selisih anggaran realisasi penerimaan yang
tidak terealisasi pada tahun 2016 ini yakni sebesar Rp. 40.755.153,-. Sehingga jika
dikaitkan dengan kategori penilaian efektivitas penerimaan PBB maka pada tahun
2016 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo karena kembali terjadi penurunan
yang cukup signifikan pada realisasi penerimaan PBB maka pada tahun ini
Kelurahan Pulubala termasuk dalam kategori yang kurang efektif.

Di tahun 2017 rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada
di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini kembali mengalami penurunan menjadi
senilai 61,93%. Hal ini disebabkan karena menurunnya realisasi anggaran yang
diterima oleh Kelurahan Pulubala meskipun target yang ditetapkan tidak ikut
meningkat. Terlihat dari tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak bumi dan
bangunan yang berjumlah Rp. 86.867.612,- menurun menjadi sebesar Rp.

79.032.439,-. Penurunan yang terjadi pada realisasi anggaran ini tidak dibarengi
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dengan peningkatan ataupun penurunan yang terjadi pada target penerimaan
anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, karena target yang ditetapkan
masih dengan jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.
127.622.765,- Artinya ada selisih anggaran realisasi penerimaan yang tidak
terealisasi pada tahun 2017 ini yakni sebesar Rp. 45.590.326,-. Sehingga jika
dikaitkan dengan kategori penilaian efektivitas penerimaan PBB maka pada tahun
2017 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo karena kembali terjadi penurunan
pada realisasi penerimaan PBB maka pada tahun ini Kelurahan Pulubala masih
termasuk dalam kategori yang kurang efektif.

Di tahun 2018 rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada
di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini kembali mengalami penurunan menjadi
senilai 75,85%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya realisasi anggaran yang
diterima oleh Kelurahan Pulubala dan diikuti dengan meningkatnya target yang
ditetapkan oleh pemerinta daerah. Terlihat dari tahun sebelumnya realisasi
penerimaan pajak bumi dan bangunan yang berjumlah Rp. 79.032.439,- menurun
menjadi sebesar Rp. 102.128.456,-. Peningkatan yang terjadi pada realisasi
anggaran ini dibarengi dengan peningkatan yang terjadi pada target penerimaan
anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dari tahun sebelumnya yang
berjumlah sebesar Rp. 127.622.765,- menjadi sebesar Rp. 134.652.345,-. Artinya
ada selisih anggaran realisasi penerimaan yang tidak terealisasi pada tahun 2018
ini yakni sebesar Rp. 32.523.889,-. Sehingga jika dikaitkan dengan kategori

penilaian efektivitas penerimaan PBB maka pada tahun 2018 ini Kelurahan
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Pulubala Kota Gorontalo meskipun terjadi peningkatan nilai rasio, nhamun pada
tahun ini Kelurahan Pulubala masih termasuk dalam kategori yang cukup efektif.

Di tahun 2019 rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada
di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo ini kembali mengalami penurunan menjadi
senilai 24,58%. Meskipun terjadi penurunan nilai rasio namun jika dilihat dari
penerimaan realisasi anggaran pada tahun 2019 ini meningkat dari tahun
sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya realisasi anggaran yang
diterima oleh Kelurahan Pulubala dan diikuti dengan meningkatnya target yang
ditetapkan oleh pemerinta daerah. Terlihat dari tahun sebelumnya realisasi
penerimaan pajak bumi dan bangunan yang berjumlah Rp. 102.128.456,- menurun
menjadi sebesar Rp. 111.985.656,-. Peningkatan yang terjadi pada realisasi
anggaran ini dibarengi dengan peningkatan yang terjadi pada target penerimaan
anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dari tahun sebelumnya yang
berjumlah sebesar Rp. 134.652.345,- menjadi sebesar Rp. 251.378.045,-. Artinya
ada selisih anggaran realisasi penerimaan yang tidak terealisasi pada tahun 2019
ini yakni sebesar Rp. 139.392.289,-. Sehingga jika dikaitkan dengan kategori
penilaian efektivitas penerimaan PBB maka pada tahun 2019 ini Kelurahan
Pulubala Kota Gorontalo karena terjadinya penuruan nilai rasio maka yang terjadi
paa tahun 2019 ini di Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih termasuk dalam
kategori penilaian yang tidak efektif.

Tercapainya efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat
penting bagi pembangunan pada Keluarahn Pulubala Kota Gorontalo. Namun

pada kenyataannya disimpulkan secara keseluruhan dari tahun 2012 sampai
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dengan tahun 2019 rasio efektivitas penerimaan PBB ini masih dalam kategori
yang tidak efektif. Hal ini disebabkan tidak terealisasinya penerimaan pajak dan
tingginya target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga
selisih penerimaan pajak juga memiliki jumlah yang sangat tinggi. Pemerintah
seharusnya menghimbau kepada aparat kelurahan agar lebih meningkatkan
kinerjanya dalam melakukan pemungutan PBB tersebut.elain itu pemerintah
daerah juga perlu memberikan sangsi berupa pemotongan gaji atau penurunan
pangkat bagi aparat yang tidak berkompeten dalam melakukan pemungutan pajak
bumi dan bangunan ini. Selain itu masyarakat yang ada di Kelurahan Pulubala
Kota Gorontalo ini juga harus diberikan peringatan berupa denda atau sanksi
pidana jika tidak melakukan pembayaran pajak.
4.3.2 Pembahasan Efisiensi Penerimaan PBB Kelurahan Pulubala Kota
Gorontalo

Berikut adalah data hasil perhitungan dari efisiensi penerimaan pajak bumi

dan bangunan pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo.
Tabel 4.7
Trending Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi PBB

Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo
Periode 2012-2019

Tahun | Rasio Efisiensi | Trend Kriteria
PBB Naik Turun
2012 6,31% - - Efisien
2013 7,08% - 20% Efisien
2014 6,33% 34% - Efisien
2015 5,97% - 56% Efisien
2016 7,93% 46% - Efisien
2017 9,99% 59% - Cukup Efisien
2018 8,47% - 54% Efisien
2019 9,61% - 114,58% Cukup Efisien

Sumber: Data Olahan Tahun 2020
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Dari perhitungan rasio efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo di atas, terlihat jelas bahwa pada tahun 2012
penerimaan pajak bumi dan bangunan pada desa ini hanya senilai 6,31% hal ini
disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak
sangatlah besar yakni sebesar Rp. 6.200.000,- sedangkan realisasi yang diterima
hanya sebesar Rp. 98.293.721,-. Sehingga pada tahun 2012 ini di keluarahan
pulubala kota gorontalo termasuk dalam kriteria penilaian rasio efisiensi
penerimaan pajak bumi dan bangunan masuk dalam kategori yang efisien.

Pada tahun 2013, efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami
sedikit peningkatan menjadi senilai 7,08%, hal ini disebabkan karena biaya yang
dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak sangatlah besar, meskipun terjadi
penurunan biaya dari tahun sebelumnya yang berjumlah yakni sebesar Rp.
6.200.000,- menjadi sebesar Rp. 5.980.000,- sedangkan realisasi yang diterima
yang juga mengalami penuruhan dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar
Rp. 98.293.721,- menjadi sebesar Rp. 84.467.243,-. Sehingga jika dibandingkan
dengan kriteria penilaian rasio efisiensi penerimaan PBB maka pada tahun 2013
ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo termasuk dalam kategori yang efisien.

Kemudian ditahun 2014 hasil perhitungan nilai rasio efisien penerimaan
PBB mengalami penurunan menjadi sebesar 6,33%, hal ini disebabkan karena
biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak sangatlah besar,
meskipun terjadi penurunan biaya dari tahun sebelumnya yang berjumlah yakni
sebesar Rp. 5.980.000,- menjadi sebesar Rp. 4.760.000,- sedangkan realisasi yang

diterima yang juga mengalami penuruhan dari tahun sebelumnya yang berjumlah
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sebesar Rp. 84.467.243,- menjadi sebesar Rp. 75.245.752,-. Sehingga jika
dibandingkan dengan kriteria penilaian rasio efisiensi penerimaan PBB maka pada
tahun 2014 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih termasuk dalam
kategori yang efisien.

Ditahun 2015 hasil perhitungan nilai rasio kembali mengalami penurunan
yang cukup rendah menjadi sebesar 5,97%, hal ini disebabkan karena biaya yang
dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak sangatlah besar, dan mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah yakni sebesar Rp. 4.760.000,-
menjadi sebesar Rp. 5.980.900,- sedangkan realisasi yang diterima yang juga
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp.
75.245.752,- menjadi sebesar Rp. 100.212.047,-. Sehingga walaupun terjadi
penurunan yang cukup rendah pada rasio ini namun jika dibandingkan dengan
kriteria penilaian rasio efisiensi penerimaan PBB maka pada tahun 2015 ini
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih tetap termasuk dalam kategori yang
efisien.

Selanjutnya ditahun 2016 hasil perhitungan rasio efisiensi epenrimaan PBB
kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,93%, hal ini disebabkan
karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak sangatlah
besar, dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah yakni
sebesar Rp. 5.980.900,- menjadi sebesar Rp. 6.890.000,- peningkatan biaya
pemungutan pajak ini dibarengi dengan penurunan dari realisasi penerimaan yang
diterima yang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah

sebesar Rp. 100.212.047,- menjadi sebesar Rp. 86.867.612,-. Sehingga jika
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dibandingkan dengan kriteria penilaian rasio efisiensi penerimaan PBB maka pada
tahun 2016 ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih tetap termasuk dalam
kategori yang efisien.

Kemudian pada tahun 2017 nilai rasio ini kembali mengalami peningkatan
yang cukup tinggi yakni senilai 9,99%. Hal ini disebabkan karena biaya yang
dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak sangatlah besar, dan mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah yakni sebesar Rp. 6.890.000,-
menjadi sebesar Rp. 7.897.000,- peningkatan biaya pemungutan pajak ini
dibarengi dengan penurunan dari realisasi penerimaan yang diterima yang juga
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp.
86.867.612,- menjadi sebesar Rp. 79.032.439,-. Sehingga jika dibandingkan
dengan kriteria penilaian rasio efisiensi penerimaan PBB maka pada tahun 2017
ini Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo masih tetap termasuk dalam kategori yang
cukup efisien.

Dan pada tahun 2018 hasil perhitungan nilai rasio efisiensi penerimaan PBB
pada Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo kembali mengalami penurunan
mennjadi senilai 8,47%. Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk
melakukan pemungutan pajak meningkat sangat pesat dari tahun sebelumnya yang
berjumlah yakni sebesar Rp. 7.897.000,- menjadi sebesar Rp. 8.650.000,-
peningkatan biaya pemungutan pajak ini dibarengi dengan peningkatan dari
realisasi penerimaan yang diterima yang juga mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp. 79.032.439,- menjadi sebesar Rp.

102.128.456,-. Sehingga jika dibandingkan dengan kriteria penilaian rasio
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efisiensi penerimaan PBB maka pada tahun 2018 ini Kelurahan Pulubala Kota
Gorontalo masih tetap termasuk dalam kategori yang efisien.

Yang terakhir pada tahun 2019, hasil perhitungan rasio menunjukkan nilai
rasio yang mengalami penurunan Yyang cukup signifikan dari tahun
sebelumnya.nilai rasio pada tahun 2019 ini senilai 9,61%. Penurunan nilai rasio
yang cukup rendah ini mengakibatkan kriteria penilaian rasio yang juga sedikit
meningkat menjadi cukup efektif.Walaupun relisasi pemungutannya tidak efektif
namun Kelurahan Pulubala juga tidak mengeluarkan biaya pemungutan yang
besar meskipun terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Dapat dijelaskan
bahwa biaya pemungutan daritahun sebelumnya biaya pemungutan sebesar Rp.
8.650.000,- menjadi sebesar Rp. 10.765.000,-. Peningkatan biaya pemungutan ini
dibarengi dengan peningkatan pada realisasi penerimaan pajak yang pada tahun
sebelumnya berjumlah Rp. 102.128.456,- menjadi berjumlah Rp. 111.985.656,-.
Sehingga jika dibandingkan dengan kriteria penilaian rasio pada Kelurahan
Pulubala Kota Gorontalo ini termasuk dalam kategori yang sudah cukup efektif.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun
2019 rasio efektivitas penerimaan PBB ini masih dalam kategori yang efisien. Hal
ini disebabkan karena Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo mengeluarkan biaya
pemungutan yang meningkat disetiap tahunnya namun realisasi penerimaan pajak
tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah daerha. Keefektifan
pemungutan pajak bumi dan bangunan dinilai dari semakin sedikitnya biaya
pemungutan pajak yang dikeluarkan oleh suatu daerah.Semakin tinggi biaya

pemungutan yang dikeluarkan maka semakin tidak efisien pemungutan pajak,
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terlebih lagi jika realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.Oleh
karena itu sebaiknya pemerintah daerah lebih menekan biaya pemungutan yang
dikeluarkan oleh setiap kelurahan yang ada di daerahnya.Dan lebih mendorong

aparat kelurahan agar tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan perhitungan dari rasio efektivitas dan rasio
efisiensi penerimaan PBB maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara keseluruhan rasio efektivitas penerimaan PBB termasuk dalam
kategori yang Cukup Efektif. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan hasil
perhitungan nilai rasio yang tidak mencapai kriteria penilaian yang efektif.
Dapat dilihat pada tahun 2012 nilai rasio sebesar 86,71%, tahun 2013 nilai
rasio sebesar 76,63%, tahun 2014 nilai rasio sebesar 68,26%, tahun 2015
nilai rasio sebesar 78,52%, tahun 2016 nilai rasio sebesar 68,07%, tahun
2017 nilai rasio sebesar 61,93%, tahun 2018 nilai rasio sebesar 75,85%,
tahun 2019 nilai rasio sebesar 44,54%.

2. Secara keseluruhan hasil perhitungan rasio efisiensi penerimaan PBB
termasuk dalam kategori yang Efisien. Hal ini disebabkan karena karena
Kelurahan Pulubala Kota Gorontalo mengeluarkan biaya pemungutan yang
meningkat disetiap tahunnya namun realisasi penerimaan pajak tidak
mencapai target yang ditetapkan pemerintah daerah. Dapat dilihat pada
tahun 2012 nilai rasio sebesar 6,31%, tahun 2013 sebesar 7,08%, tahun 2014
sebesar 6,33%, tahun 2015 nilai rasio sebesar 5,97%, tahun 2016 sebesar
7,93%, tahun 2017 nilai rasio sebesar 9,99%, tahun 2018 nilai rasio sebesar

8,47%, tahun 2019 nilai rasio sebesar 9,61%.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis
menyarankan bahwa:

1. Untuk pemerintah daerah seharusnya lebih menghimbau kepada aparat
kelurahan agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan
pemungutan PBB tersebut. Selain itu pemerintah daerah juga perlu
memberikan sangsi berupa pemotongan gaji atau penurunan pangkat bagi
aparat yang tidak berkompeten dalam melakukan pemungutan pajak bumi
dan bangunan ini. Selain itu masyarakat yang ada di Kelurahan Pulubala
Kota Gorontalo ini juga harus diberikan peringatan berupa denda atau sanksi
pidana jika tidak melakukan pembayaran pajak.

2. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara lebih mendalam
kepada pemerintah daerah setempat, aparat kelurahan dan beberapa
masyarakat yang ada di Kelurahan Pulubala terkait pemungutan pajak bumi

dan bangunan ini.
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LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2012-2019
KELURAHAN PULUBALA

Tar_\un Target Realisasi Selisin
Pajak (Rp) (Rp)
2012 113.357.862 98.293.721 15.064.141
2013 110.231.222 84.467.243 25.763.979
2014 110.231.222 75.245.752 34.985.470
2015 127.622.765 100.212.047 27.410.718
2016 127.622.765 86.867.612 40.755.153
2017 127.622.765 79.032.439 45.590.326
2018 134.652.345 102.128.456 32.523.889
2019 251.378.045 61.783.956 189.594.089
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